BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahsan bab sebelumnya maka dapat
ditarik kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan sistem presidensial threshold atau ambang batas
pencalonan presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil
presiden sudah di atur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mempunyai dasar
hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI1/2013.
Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah
Konstitusi menyatakan bahwa “Adapun mengenail pengujian
konstitusionalitas Pasal 9 UU No 42/2008, Mahkamah
mempertimbangkan bahwa dengan penyelenggaraan Pemilu
Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Lembaga Perwakilan dalam
pemilu secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan
perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan
pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan
kewenangan  pembentuk  Undang-Undang dengan tetap
mendasarkan  pada  ketentuan UUD  1945”. Membaca
pertimbangan tersebut, penentuan ambang batas pengajuan

pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidensial



threshold) menjadi wilayah hukum terbuka (open legal policy)
pembentuk undang-undang.

2. Kendala pengaturan sistem presidensial threshold dalam pemilihan
umum presiden dan wakil presiden di Indonesia ialah partai politik
baru tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan calon
presiden dan wakil presiden. karena partai politik tersebut belum
mempunyai atau memperoleh suara dalam pemilihan umum di
2014 vyang lalu. Sedangkan syarat untuk mengajukan calon
presiden dan wakil presiden adalah memperoleh 20% kursi di
DPR dan 25% suara sah nasional dalam pemilihan umum legislatif
sebelumnya.

3. Upaya untuk mengatasi kendala dalam pengaturan sistem
presidensial threshold dalam pemilihan presiden dan wakil
presiden adalah melakukan peninjauan terhadap ketentuan ambang
batas pencalonan presiden (presidensial threshold)dan juga
melakukan judicial reviewke Mahkamah Konstitusi, untuk
mengembalikan marwah Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang telah
dikelabuhi oleh parpol-parpol yang menduduki kursi di parlemen,
termasuk rezim pemerintahan yang sedang berkuasa.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa

saran yaitu:



1. Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan permohonan
pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum, yang dimohonkan oleh Prof. Denny Indrayana,
Muhammad Busyro Mugoddas, Muhammad Chatis Basri, Faisal
Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang W.idjojamto, Rocy
Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari dan Hasan,
Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan PERLUDEM.

2. Menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidensial
threshold karna selain melanggar norma Pasal 6A Ayat (2) UUD
1945, juga tidak relevan dengan sistem pemilihan umum serentak.

3. Jika tetap masih memberlakukan ambang batas pencalonan
presiden (presidensial threshold) makaharus dibuatkan aturan untuk
calon perseorangan atau independen dalam pemilihan umum
presiden dan wakil presiden. Meskipun harus dengan cara
melakukan perubahan UUD 1945 atau amandemen UUD 1945

terlebih dahulu.
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